BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum.
1. Letak geografis kota Kediri.

Kota Kediri adalah sebuah kota di provinsi Jawa Timur,
Indonesia. Kota ini terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya
dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah
Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduk. Kota Kediri
memiliki luas wilayah 63,40 km® dan seluruh wilayahnya
berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Kota Kediri terbelah oleh
sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7
kilometer. Kediri dikenal merupakan pusat perdagangan utama
untuk gula dan industri rokok kretek Gudang Garam berdiri
berkembang. Pada tahun 2010, Kediri dinobatkan sebagai
peringkat perta,a Indonesia yaitu Most Recommended city for
investment berdasarkan survey oleh SWA yang dibantu oleh
Bussiness digest, unit bisnis riset grup SWA.

Luas wilayah kota Kediri adalah 63,40 km? atau (6.340 ha)
dan merupakan kota sedang do provinsi Jawa Timur. Terletak di
daerah yang dilalui Sungai Brantas dan diantara sebuah lembah di
kaki Gunung Berapi, Gunung Wilis dengan tinggi 2552 meter.

Kota ‘berpenduduk 312.000 (2012) jiwa ini berjarak +130 km dari
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Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Struktur wilayah kota

Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah

timur dan barat sungai yaitu kecamatan Kediri dan kecamatan

Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat

sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk

kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung

Maskumambang (300 m).*
2. Profil lembaga.

1) Sejarah Singkat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Kediri.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah adalah suatu badan yang ditunjuk sebagai

penyelenggara pemerintah daerah khusus pada bidang

keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada

dibawah naungan Walikota melalui sekretaris daerah.

Apabila dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan

berhalangan, kepala badan dapat memberikan amanatnya

kepda sekretaris bagian Ketua Bidang, Sub bagian, salah

satu soksi bagian, staf bagian untuk menjalankan tugasnya.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Kediri termasuk ke dalam Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau SKPD. SKPD merupakan perangkat

! https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota-kediri, di akses pada tanggal 1 Juni 2019 pukul

15.00 WIB.


https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota-kediri
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Pemerintah Daerah Kota di Indonesia. Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau SKPD memiliki fungsi sebagai
eksekutif yang harus berkoordinasi agar dapat berjalan
bersama baik dan bertanggung jawab lakngsung kepada
Kepala Daerah yaitu Walikota Kediri. (Pasal 120 Undang
undang Nomor 32 m 2004 tentang Pemerintah Daerah
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Kediri terbentuk pada tanggal 1 januari 2017
dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang
sebelumnya disebut Dinas Pendapatan Kota Kediri tahun
2015 sampai 2016 yang dipecah menjadi dua dalam Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau SKPD vyaitu Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sesuai
dengan Peraturan Daerah Kediri Nomor 4 Tahun 2014
tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja
Dinas Daerah Kota Kediri. Dinas Pendapatan atau
Dispenda Kota Kediri dahulu bernama Dinas Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Aset atau DPPKA Tahun 2011
sampai 2014.
2) Profil BPPKAD Kota Kediri.
a. Visi dan Misi Badan Pendapatan, Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.
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Visi badan Badan Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, yaitu
terwujudnya pengelola pendapatan daerah dan
pengadaan barang atau jasa yang efisien, efektif,
transparan dan akuntabel.

Sedangkan misi Badan Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerha Kota Kediri adalah:

a) Meningkatkan kualitas da profesionalisme
pemungut pendapatan daerah.

b) Peningkatan pendapatan daerah utamanya
PAD.

c) Melaksanakan proses pengadaan barang dan
jasa secara efektif, efisien, berdaya saing,
tidak memihak, akuntabel, dan professional.

3) Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.

Berdasarkan peraturan Walikota Kediri Nomor 58

Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas

dan fungsi serta tata kerja pendapatan, pengelola keuangan

dan aset daerah kota Kediri sebagai berikut:
a. Badan Pendapatan, Pengelola dan Aset Daerah
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan

dibidang keuangan.
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b. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dipimpim oleh Kepala Badan yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4) Susunan Organisasi Badan Pendapatn, Pengelola Keuangan
dan Aset Kota Kediri.

Susunan organisasi Badan Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mengacu pertauran
Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016. Susunan
organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Terdiri dari:

a. Kepala badan.

b. Secretariat, membawahi:

I.  Sub bagian umum.
Il.  Sub bagian keuangan.
1. Sub bagian program.
c. Bidang pendataan dan penetapan, membawahi:
I.  Sub bidang pendaftaran dan pendataan.
Il.  Sub bidang penetapan.
1. sub bidang pengelola data dan informasi.
d. Bidang pengendalian operasional, membawabhi:

I.  Sub bidang pelayanan.
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Il.  Sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan.
1. Sub bidang monitoring, evaluasi dan
pengendalian PAD.
Bidang pembukuan dan penagihan, membawabhi:
I.  Sub bidang pembukuan penagihan.
Il.  Sub bidang penagihan.
1. Sub bidang keberatan dan pengkajian.
Bidang anggaran, akuntansi dan verifikasi,
membawahi:
I.  Sub bidang anggaran.
Il.  Sub bidang akuntansi.
I1l.  Sub bidang verifikasi.
. Bidang pembendaharaan dan pengelola gaji,
membawahi:
I.  Sub bidang pembendaharaan.

Il.  Sub bidang pengelola gaji.

. Bidang pengelola aset, membawabhi:

I.  Sub bidang perencanaan dan penatausahaan.
II. Sub bidang pemindah tanganan dan
penghapusan.

I1l.  Sub bidang pemanfaatan dan pengamanan.
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i. Kelompok Jabatan Fungsional.?
B. Paparan Data
1. Pengeloaan keuangan daerah.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPPKAD) di Kota Kediri dalam rangka mengelola keuangan
daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan dari perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
sampai pengawasan keuangan daerah, maka peran fungsi pelaporan
dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam memberikan
informasi  keuangan daerah yang akuntable penting sekali.
Kemudian pengelolaan keuangan daerah pun telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kota Kediri dan Peraturan Bupati Kota
Kediri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 26
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan

bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah

? hasil wawancara dengan pak dian selaku staff di Badan Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, pada tanggal 31 Mei 2019.
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yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Kediri dari sisi
pendapatan daerah dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari 3 (tiga) kelompok besar tersebut yang pertama
Pendapatan Asli Daerah ini yang dimaksud adalah yang memang
wajib dikelola sendiri menjadi suatu kewenangan daerah, yang
kedua Dana Perimbangan merupakan suatu dana yang ditransfer
oleh pemerintah pusat yang ditujukan kepada pemerintah daerah,
kemudian yang ketiga Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini
menampung dana-dana hibah dari pemerintah provinsi maupun
dana desa yang diberi dari pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah memang harus digali sendiri dan
dicari sendiri potensi dan realisasi pendapatannya, karena
pendapatan asli daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah

bukan lagi kewenangan pemerintah pusat.
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“sumber-sumber PAD yang paling berperan penting dalam
meningkatkan PAD yaitu Pajak Daerah karena memang pajak
daerah dilihat dari presentasenya lebih tinggi dari lainnya
kemudian pajak daerah juga macamnya banyak jadi dari segi
parsialnya memang sangat besar dibanding yang lain ">

Adapun sumber-sumber PAD di Kota Kediri dibagi menjadi 4
(empat) kelompok yaitu:
a) Pajak Daerah
Pajak daerah di Kota Kediri dibagi menjadi 9 (sembilan)
pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, dan Pajak
Bumi dan Bangunan. Penganggaran pajak daerah
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Jenis pajak daerah didasarkan pada peraturan daerah
tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data
potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan
pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang
berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah
serta realisasi penerimaan pajak daerah tahun

sebelumnya.

* Hasil wawancara dari pak aris selaku staff di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Kediri pada tanggal 3 Juni 2019.
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Realisasi Pajak Daerah selama kurun waktu 2 (dua) tahun
terakhir tahun anggaran 2017, dan rencana tahun anggaran
2018 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Realisasi Pajak Daerah 4 (Empat) Tahun Terakhir.

No. Tahun Jumlah

1. Reslisasi Tahun anggaran 2014 68,984,286,098.43
2. Realisasi Tahun anggaran 2015 70,437,104,843.27
3. Realisasi Tahun anggaran 2016 87,639,179,627.82
4. Rencana Tahun Anggaran 2017 111,457,000,109.87

Sumber: BPKKAD Kota Kediri.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya Fluktuatif
terhadap Retribusi Daerah. Pada tahun 2016 realisasi anggarannya
mengalami kenaikan daripada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017
mengalam kenaikan cukup drastis daripada tahun 2016 namun melihat
rencana anggaran pada tahun 2018 terlihat akan mengalami penurunan
dalam tafsiran perencanaannya.

b) Retribusi Daerah.

Retribusi daerah di Kota Kediri macamnya sangat banyak
namun dibagi menjadi 3 (jenis) yaitu Retribusi Jasa Umum,
Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Retribusi daerah dalam penganggarannya memperhatikan hal-

hal berikut:
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a. Jenis retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah
tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data
potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan
pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang
berpotensi terhadap target pendapatan retribusi daerah
serta realisasi penerimaan retribusi daerah tahun
sebelumnya.

c. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari
hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada OPD yang belum
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan
pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD,
jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan
Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Realisasi Retribusi Daerah selama kurun waktu 4 (Empat) tahun

terakhir adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.
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Tabel 1.2

No. Tahun Jumlah

1. Realisasi tahun anggaran 2014 | 8,469,711,723.00
2. Realisasi tahun anggaran 2015 | 9,445,300,595.00
3. Realisasi tahun anggaran 2016 | 9,989,929,184.67
4. Realisasi tahun anggaran 2017 | 10,509,049,281.00

Sumber: BPPKAD Kota Kediri

signifika terhadap Retribusi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya cukup

Daerah.

Pada tahun 2016

realisasi

anggarannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke

tahun. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan cukup banyak

daripada tahun 2016 namun melihat rencana anggaran pada tahun 2018

terlihat akan mengalami kenaikan dalam tafsiran perencanaannya.

c) Laba BUMD atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan.

Laba BUMD atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan di Kota Kediri yaitu berupa deviden, deviden

yang dimaksud adalah sebagian laba atas penyertaan modal

pada perusahaan milik daerah/ BUMD diambil 55% dari laba

pada tahun sebelumnya setelah dilakukan audit. Kota Kediri

mempunyai 3 (Tiga) BUMD yaitu PLN, PDAM, Bank Jatim.
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Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan atau laba BUMD memperhatikan rasionalitas
dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu,
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Daerah.

Realisasi Laba BUMD atau Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan selama kurun waktu 4 (Empat) tahun
terakhir tabel berikut ini.

Realisasi Laba BUMD atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir adaah sebagai

berikut:

Tabel 1.3

No. Tahun Jumlah

1. Realisasi tahun anggaran 2014 | 785,635,046.99
2. Realisasi tahun anggaran 2015 | 997,859.588.73
3. Realisasi tahun anggaran 2016 | 1,517,999,708.70
4. Realisasi tahun anggaran 2017 | 1,995,845,162.82

Sumber: BPPKAD Kota Kediri
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya Fluktuatif
terhadap Laba BUMD atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan. Pada tahun 2015 realisasi anggarannya mengalami kenaikan
daripada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan
cukup drastis juga daripada tahun 2015 namun melihat rencana anggaran
pada tahun 2018 terlihat akan mengalami penurunan dalam tafsiran
perencanaannya.

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah 4 (empat) Tahun Terakhir,

adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

No. Tahun Jumlah

1. Realisasi tahun anggaran 2014 | 129,289,560,810.73
2. Realisasi tahun anggaran 2015 | 141,046,868,583.59
3. Realisasi tahun anggaran 2016 | 139,171,206,987.22
4. Realisasi tahun anggaran 2017 | 169,103,239,594.67

Sumber: BPPKAD Kota Kediri

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya Fluktuatif terhadap
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun 2015 realisasi anggarannya
mengalami kenaikan drastis daripada tahun 2014. Kemudian pada tahun
2016 mengalami penurunan daripada tahun 2015 namun melihat rencana
anggaran pada tahun 2018 terlihat akan mengalami kenaikan dalam

tafsiran perencanaannya.



63

Hasil wawancara dengan Bapak Dian selaku staff di  kantor
BPPKAD Kota Kediri, dilihat dari datanya dalam peningkatan pendapatan
asli daerah ternyata terjadi Fluktuatif. Fluktuatif yang dimaksud adalah
kondisi yang tidak stabil dan selalu berubah-ubah. Jadi kalau dimulai dari
4 tahun silam dari tahun 2014-2017 secara umum jumlah total PAD
menurun, tetapi kalau dilihat dari masing-masing sumber PAD itu bisa
menjadi fluktuaktif. Jadi kalau dilihat pada tahun 2014 total PAD
207,529,193,679.15 M, pada tahun 2015 total PAD 221,927,133,610.59
M, tetapi pada tahun 2016 realisasi PAD nya pada angka total
238,318,315,508.41 M. Melihat angkanya itu memang fluktuatif bukan
menurun tetapi kalau melihat dari masing-masing pos sumber PAD itu
juga fluktuatif.

Pendapatan asli daerah terdiri dari 4 (empat) yaitu pajak daerah,
retribusi daerah, laba bumd, dan lain-lain PAD yang sah, keempat inilah
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berikut Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 4 (Empat) menunjukkan

perkembangan sebagai berikut:
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Tabel 1.5

No | Nama Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun Tahun
PAD 2016 2017

1. | Pajak 68,984,286,098.4 | 70,437,104,843. | 87,639,179 | 111,457,0
daerah 3 27 ,627.82 00,109.87

2. | Retribusi | 8,469,711,723,00 | 9,445,300,595.0 | 9,989,929, | 10,509,04
daerah 0 184.67 9,281.00

3. | Laba 785,635,046.99 997,859,588.73 | 1,517,999, | 1,995,845
BUMD 708.70 ,162.82

4. | Lain-lain | 129,289,560,810. | 141,046,868,583 | 139,171,20 | 169,103,2
PAD 73 59 6,987.22 39,594.67
Jumlah 207,529,193,679. | 221,927,133,610 | 238,318,31 | 293,065,1

15 .59 5,508.41 34,148.36

Sumber: BPPKAD Kota Kediri

Dilihat dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi

pendapatan asli daerah di Kota Kediri memang fluktuatif dari tahun 2015

sampai tahun 2017. Sedangkan dilihat dari sumber-sumbernya dari pajak

daerah mengalami sedikit kenaikan kemudian menurun, dari retribusi

daerah juga mengalami kenaikan drastis kemudian menurun drastis juga,

dari laba bumd lumayan mengalami kenaikan yang progresif, dan terakhir

dari lain-lain PAD mengalami kenaikan namun kemudian mengalami

penurunan. Realisasi PAD tersebut dan sumber sumbernya sama sama

mengalami perubahan yang fluktuatif. Alasan terjadinya fluktuasi yaitu




65

karena memang pada sumber-sumber PAD itu juga terjadi fluktuatif
pendapatan, jadi pada tahun sekarang misalnya ditargetkan 5M kemudian
tahun berikutnya bisa menjadi 7M namun tahun berikutnya bisa menurun
menjadi 5M lagi bahkan bisa menurun lagi. Jadi fluktuasinya itu karena
memang sumber-sumber PADnya sendiri masing-masing itu juga terjadi
fluktuasi tetapi ada beberapa sumber pendapatan yang juga mengalami
kenaikan.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan
asli daerah di Kota Kediri terbagi menjadi 2 (dua) hal yang dilakukan
yaitu:

1. Intensifikasi.

Intensifikasi merupakan upaya untuk memperbesar
penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang
diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD
sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat,
ketat, dan teliti. Jadi kalau upaya intensifikasi itu semua sumber-
sumber PAD yang sudah ada harus dioptimalkan, ditingkatkan
semua apapun jenisnya. Karena pajak retribusi maupun lain-lain
PAD potensinya sudah ada namun juga harus tetap diintensifkan
dan dioptimalkan supaya pendapatannya naik, itulah yang disebut

intensifikasi.*

* hasil wawancara dengan pak dian selaku staff di Badan Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, pada tanggal 31 Mei 2019.
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2. Ekstensifikasi.

Ekstensifikasi  merupakan upaya perluasan  atau
penambahan jenis pendapatan daerah yang dapat dipungut selain
dari pendapatan yang ada. Namun dalam upaya ekstensifikasi ini,
khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah,
tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni
pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak
semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber
penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi
fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Jadi upaya ekstensifikasi itu mencoba untuk mencari
sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Misalnya ada
dibangun sebuah kawasan wisata kemudian disitu ditarik retribusi,
itu artinya terdapat sumber-sumber PAD yang baru, ini disebut
ekstensifikasi. Jadi keduanya dilakukan baik yang intensifikasi
maupun ekstensifikasi karena itu merupakan upaya pemerintah
daerah untuk meningkatkan PAD di Kota Kediri.

Pencapaian target Pendapatan Daerah di Kota Kediri, upaya-
upaya yang akan dilaksanakan guna pencapaian target pendapatan
daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah

yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan

kondisi dan potensi yang ada.



2)

3)

4)

5)

6)

67

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para subyek pajak
dan subyek retribusi sehingga wajib pajak dan wajib
retribusi dapat  melakukan  pembayaran  sesuai
kewajibannya, melalui:

a) Sosialisasi secara terus menerus kepada para wajib
Pajak dan wajib retribusi serta para stakeholder
lainnya.

b) Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/
retribusi.

Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat
pengelola pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan.
Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), melalui:

a) Optimalisasi pencapaian RKAP masing-masing
BUMD.

b) Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan RKAP
BUMD.

Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi
tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi
pengelola pendapatan, melalui rapat koordinasi guna
monitoring dan evaluasi atas progress pendapatan daerah

secara berkala.
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7) Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain
dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,
baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah desa.

8) Mningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung
peningkatan PAD.

9) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
pendapatan daerah.’

3. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Pemerintah Daerah Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri Pemerintah
Daerah Kota Kediri dalam upayanya meningkatkan pendapatan asli
daerah di Kota Kediri masih mengalami beberapa permasalahan.
Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota
Kediri dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah ini
adalah:

1) Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.

2) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

3) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.

4) Belum optimalnya sistem, mekanisme, dan prosedur

pengelolaan pendapatan asli daerah.

> Ibid., tanggal 31 Mei 2019.
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5) Kurangnya sarana/ dukungan fasilitas operasional dalam
rangka memberikan pelayanan.

6) Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap
pemungutan retribusi yang dikelola pihak lain.

7) Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah.

8) Belum optimalnya pola koordinasi internal maupun
eksternal dalam rangka pengelolaan pendapatan asli daerah.
Selain  mengalami  beberapa permasalahan  dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah, Kota Kediri juga
mengalami beberapa faktor yang menjadi penghambat
dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Faktor-faktor yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor Keterbatasan Sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Salah satu faktor penghambat meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri adalah terbatasnya
sumber sumber pendapatan asli daerah di Kota Kediri.
Terbatasnya sumber sumber PAD di Kota Kediri ini
dikarenakan wilayah Kota Kediri merupakan daerah yang
agraris dengan potensi mata pencahariannya sebagian besar
adalah petani dan lahan yang dikelola sebagai lahan
pertanian. Daerah Agraris ini memang kurang fleksibel
untuk dijadikan sebagai pendorong meningkatnya PAD

jenis-jenis yang baru. Berbeda dengan daerah yang potensi
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kawasannya adalah perindustrian, Kabupaten maupun Kota
yang arah potensinya daerah industri biasanya pendapatan
asli daerahnya sangat tinggi. Kota Kediri memang daerah
yang agraris oleh karena itu sumber sumber PAD nya
sangat terbatas.

Faktor Internal dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli
daerah tidak hanya faktor eksternal saja namun pasti
terdapat permasalahan internalnya. Adapun faktor
penghambat dari sisi internal yaitu mengenai pengelolaan
internal yang dinilai masih kurang optimal. Letak
permasalahan dalam pengelolaan internal yang dimaksud
bisa dilihat dari sistemnya, aspek kualitas SDM, aspek
pengendalian internal, dan aspek surplus pelayanan
memang masih kurang optimal.

Faktor Kesadaran Masyarakat.

Kesadaran  dari Masyarakat pada proporsinya
memang sangat mempengaruhi dalam peningkatan
pendapatan asli daerah. Misalnya dalam pembayaran pajak
seperti pajak bumi dan bangunan, wajib pajak berkewajiban
untuk membayar pajak PBB namun pada realitanya tidak
semua wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya

untuk membayar pajak dengan tepat waktu bahkan ada
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yang memang tidak melaksanakan kewajibannya untuk
membayar pajak. Banyaknya gugatan-gugatan tentang PBB
itu artinya bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih
kurang tinggi.

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak ini terjadi karena sebagian besar
masyarakat terutama wajib pajak masih sulit menerima tarif
pajak yang sudah ditetapkan dengan alasan terlalu tinggi
tarifnya dan memberatkan masyarakat terutama wajib
pajak. Hal tersebut menyebabkan beberapa masyarakat
terutama wajib pajak melakukan negosiasi dengan petugas
pemungut pajak agar dapat membayar pajak dengan
nominal lebih rendah.

Maka pada akhirnya petugas pemungut pajak tetap
menerima hasil pajak tersebut meskipun tidak sesuai
dengan tarif yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal
demikian menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran
masyarakat dalam pembayaran pajak dan juga menjadi
penyebab penghambatnya peningkatan pendapatan asli
daerah di Kota Kediri.

Strategi Pemerintah Daerah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah bisa dilihat berdasarkan
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faktor-faktor yang terjadi. Berikut adalah strategi untuk mengatasi

beberapa faktor penghambat meningkatnya pendapatan asli daerah:

1)

2)

Pelaksanaan Kajian-Kajian untuk Menggali Potensi PAD Baru
Terbatasnya sumber-sumber PAD di Kota Kediri, Pemerintah
Daerah mempunyai strategi untuk melakukan beberapa kajian-
kajian untuk menemukan atau menggali potensi PAD yang baru.
Beberapa obyek-obyek yang baru juga harus digali apabila
memungkinkan sebagai sumber PAD baru baik nanti arahnya di
intensifikasi atau di ekstensifikasi Seperti misalnya banyak lahan
parkir di Kota Kediri karena setiap tempat itu pasti diberi lahan
untuk parkir tapi kenyataannya tidak semua membayar parkir, itu
artinya harus ada kajian kajian tertentu. Dilaksanakannya beberapa
kajian agar dapat dioptimalkan supaya semua parkir bisa ditarik
retribusinya. Sumber-sumber PAD terutama pajak retribusi yang
baru juga dilakukan kajian-kajian tertentu.

Pelaksanaan Sosialisasi secara Langsung.

Strategi yang kedua dari sisi kesadaran masyarakat dapat
dilakukan sosialisasi secara terus menerus. Sosialisasi dilakukan
baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya dengan
menyebar berbagai brosur, secara online, dan sebagainya. Strategi
tersebut dalam upaya sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat.
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3) Meningkatkan dari Sisi Sistem Pengelolaan.
Upaya untuk mengatasi masalah dari sisi internal dilakukan
cara untuk meningkatkan dari sisi sistem pengelolaannya misalnya
dengan cara membuatkan akses pelayanan masyarakat melalui
aplikasi-aplikasi, tujuannya juga untuk mempermudah masyarakat
mendapatkan pelayanan dan mempermudah cara mengaksesnya.
Strategi dari sisi SDMnya juga akan ditingkatkan melalui
pelatihan-pelatihan tertentu dan dari sisi sarana prasarana
pendukung pelayanan juga akan ditingkatkan dengan cara penataan
ruangan untuk front office pelayanan supaya standar pelayanan
minimumnya itu sudah terpenuhi.®
Upaya yang dilakukan selanjutnya terkait dari sisi internal yaitu
pengendalian internal. Pengendalian internal penting dilakukan karena
menghindari terjadinya kebocoran ataupun berhentinya pendapatan daerah
di pajak-pajak tertentu mengenai obyek-obyek pajak yang sudah dipungut
maupun pajak retribusi yang sudah dipungut. Oleh karena itu harus ada
pengendalian internal yang kuat guna menghindari hal-hal yang
merugikan.

Pemerintah Daerah  dalam membuat kebijakan umum untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah secara prinsip tetap mengupayakan
upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam peningkatan pengelolaan di

internal.

® Ibid., tanggal 31 Mei 2019.
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Pemerintah Daerah Kota Kediri dalam mengatasi faktor-faktor yang

menjadi penghambat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota

Kediri

telah memiliki kebijakan-kebijakan yang diambil dalam

pengelolaan pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2018, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan
pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna
mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli
daerah.

Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan
pendapatan asli daerah. Kebijakan Umum APBD Kota Kediri
Tahun 2018.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia
pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah.

Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi,
serta memberikan penghargaan dan sanksi.

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.

Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi
yang dilakukan pihak lain.

Meningkatkan pemberdayaan aset daerah.
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Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak
daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan
retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan
pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan

retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

10) Meningkatkan pola koordinasi internal dan eksternal sehingga

Kediri

dapat berjalan efektif.
Strategi dalam kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota

dalam penyusunan dan penganggaran pendapatan daerah

berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1)

2)

Berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undangan
Penganggaran pendapatan daerah harus berdasarkan pada
Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh diluar itu. Sebagai
contohnya apabila penganggaran mengenai pajak daerah maupun
retribusi daerah maka harus berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Penetapan Target.

Dalam penetapan target didasarkan pada satu buku potensi. Kedua
trend perkembangan pajak, maka targetya itu berdasarkan pada
data time series. Jadi BPPKAD menetapkan target pajaknya secara
incremental berdasarkan regresinya. Selain dilihat dari potensi juga

harus melihat trend dan juga perkiraan pertumbuhan ekonomi di



76

daerah karena pertumbuhan ekonomi di daerah itu juga
mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan
retribusi.

Strategi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan

daerah di Kota Kediri secara umum ada 3 (tiga) yaitu:

1)

2)

3)

Tertib Administrasi.

Tertib Administrasi ini memang yang seharusnya dilakukan
dengan cara didorong semua di Organisasi Pemerintah Daerah.
Untuk menuju tertib administrasi memang diperlukan pengendalian
internal yang kuat. Pengendalian internal yang kuat sampai
sekarang masih menjadi permasalahan artinya belum optimal jadi
pengertiannya sudah dilakukan tapi belum optimal.

Ketepatan Waktu Pelaporan.

Disiplin waktu memang sangat dibutuhkan agar tidak
terbengkelai, dan tidak terjadi banyak penundaan dalam pelaporan
mengenai keuangan daerah.

Pengendalian Internal.

Pengendalian Internal yang masih lemah memang perlu
untuk dioptimalkan dalam Kkinerjanya baik sistemnya maupun
SDMnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah memang harus
transparan dan akuntable. Mengenai transparan sudah terlaksana
karena memang pada APBD itu dokumen yang terbuka oleh

SKPD. UUPD bisa melaksanakan transparan tetapi dari sisi
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akuntable itu artinya bisa dipertanggungjawabkan dimulai dari

tertib administrasi.”

Ditetapkannya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Daerah dan ditetapkannya Undang Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

Memberikan kebebasan kepada daerah untuk dapat menggali lebih
dalam potensi lokal penerimaan daerah dan juga untuk meningkatkan
kinerja keuangannya dalam rangka terwujudnya kemandirian daerah serta
memberikan dampak positif yang luas terhadap pelaksanaan pemerintahan
di daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang besar dalam
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah terdiri
dari faktor yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan
oleh daerah. Kebijakan dari pemerintah pusat yang terkait dengan sektor
moneter dan sektor riil serta pengaruh kondisi perekonomian global akan
berdampak pada kondisi perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri pada tahun 2016 sedikit
mengalami keterlambatan dengan angka perkiraan 5,06. Pertumbuhan
ekonomi tersebut sedikit melambat dari tahun 2015 diangka 5,17 dan sama
dengan kondisi tahun 2014 yaitu 5,06. Namun secara umum belum bisa

kembali ke kondisi perekonomian seperti tahun 2011 yang mencapai 6,09.

7 Ibid., tanggal 31 Mei 2019.
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Kota Kediri dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dilimpahkan
kepada suatu support structure yaitu Badan Pendapataan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPPKAD) merupakan suatu badan pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang keuangan dan
kekayaan daerah. Dengan adanya Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di Kota Kediri maka
mempermudah pemerintah daerah Kota Kediri dalam menggali dan
mengurus potensi Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri.

Kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian terhadap masyarakat di kota Kediri sendiri, informan yang
saya ambil random dari masyarakat, 5 dari 10 orang yang saya wawancarai
diantaranya, yaitu:

Peniliti menaanyakan bagaimana tingkat kesehatan, pendidikan dan
pendapatan di kota Kediri: dari penjelasan masyarakat mengatakan:

“lya,dari segi pendidikan di daerah sini kalau anaknya pintar
dapat juara akan di kasih bantuan berupa uang, tas, sepatu dan alat
sekolah lainnya, kalau dari segi kesehatan di kota Kediri sendiri sudah
banyak rumah sakit yang mau menerima pasien yang menggunakan KIS

maupun BPJS dari pemerintah, trus kalau dari segi pendapatan untuk di
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daerah sini untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup tetapi harus di
pinter-pinter menggunakannya 8

Dari penjelasan di atas bisa di lihat bahwa kesejahteraan masyarakat tolak
ukurnya yaitu dengan melihat pendapatan, pendidikan, kesehatan dalam
masyarakat. Selain itu mmasyarakat harus bijak dalam menggunakan uang
untuk kebutuhan mereka agar pendidikan, dan kesehatan juga ikut baik
dari pendapatan. Tiga komponen tersebut sangat berkaitan erat untuk
menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya di Kediri.

Inforan yang lain juga mengatakan senada dengan informan yang lainnya
juga:

“gini ya, hidup di kota itu harus pintar-pintar mengatur waktu,
mengatur keuangan juga, banyak kecilnya pendapatan itu tergantung
bagaimana cara kita menyikapi ha tersebut, menurut saya pendidikan di
Kediri juga baik banyak bantuan-bantuan yang ditujukan ke anak-anak
yang kurang mampu sehingga mereka dapat melangsungkan sekolah

dengan baik, dan juga tanpa terbebani dengan pembayaran spp”.°

® Hasil wawancara dengan ibu Suharti warga kota Kediri, pada tanggal 20 Juni 2019.
® Hasil wawancara dengan ibu kustinah warga kota Kediri, pada tangga 20 Juni 2019.



80

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa banyak bantuan-
bantuan untuk meringankan pendidikan yang ada di kota Kediri, dan
menurut saya itu sangat membantu bagi mereka yang ingin memutuskan
sekolah. Jadi mereka tidak perlu memikirkan biaya sekolah lagi, karena
beberapa bantuan sudah d salurkan kesekolah-sekolah. Begitu juga dengan
kesehatan yang ada di Kediri, sekarang banyak ruah sakit besar yang bisa

menerima pasien BPJS atau KIS.



